
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR Q/} TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa perlu untuk 
disesuaikan dengan kondisi terkini;

b. bahwa untuk melaksanakan Pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 
44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata 
Keija Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 44 TAHUN 
2019 TENTANG PENGALOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 
Nomor 511) diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili 
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan 
milik Desa yang dipisahkan;

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 

APB Desa ;
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan 

barang milik Desa;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban APB Desa;
d. Menetapkan PPKD;
e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. Menyetujui RAK Desa; dan
g. Menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan 
keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian 
kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku 
PPKD;

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada 
PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa;

(5) PKPKD dan PPKD diberikan honorarium setiap 
bulan sesuai dengan kemampuan Keuangan 
Desa dan besarannya tertuang dalam Keputusan 
Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD;

2. Ketentuan pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga pasal 
7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator 
PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas :
a. mengoordinasikan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan 

APB Desa dan rancangan perubahan APB 
Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan
peraturan Desa tentang APB Desa,
perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan
peraturan kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB 
Desa; /
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e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain 
yang menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan 
keuangan Desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, 

dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; 

dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti 

penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
(4) Dihapus.

3. Ketentuan pasal 8 ayat (6) dihapus, sehingga pasal
8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana 
kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas :
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas :
a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja 
sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai 
bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai 
bidang tugasnya;

e. menandatangani peijanjian keija sama 
dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa 
untuk kegiatan yang berada dalam bidang 
tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
sesuai bidang tugasnya untuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas 
masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
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(6) Dihapus.

4. Ketentuan pasal 9 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) di 
ubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 
dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena 
sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga 
kemasyarakatan Desa dan/ atau masyarakat, 
yang terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP 
Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

(6) Dalam melaksanakan fungsinya, Tim memiliki 
tugas dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen penawaran dan Lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang 

untuk Pengadaan melalui Penyedia;
d. memilih dan menetapkan Penyedia;
e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan 

kepada Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan

(7) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 
diberikan Operasional sesuai kemampuan 
keuangan Desa.

5. Ketentuan pasal 10 ayat (4) dihapus, sehingga 
pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi 
kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai tugas :
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi

menerima menyimpan, menyetorkan/ 
membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan Desa dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan APB Desa. *
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(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi 
kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak pemerintah Desa;

(4) Dihapus.

6. Ketentuan pasal 23 ayat (2) dihapus, sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk 
pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa 
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 
bulan

(2) Dihapus;
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan antara lain untuk :
a. Operasional pemerintah Desa;
b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
c. Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ 

bimbingan teknis;
d. Operasional BPD;
e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. Pemberian barang pada

masyarakat/kelompok masyarakat.
(4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga 
Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk 
membantu pelaksanaan tugas pelayanan 
pemerintahan, perencanaan pembangunan, 
ketentraman dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masyarakat Desa.

(5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f dilakukan untuk menunjang 
pelaksanaan Kegiatan Desa.

7. Ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan 
terhadap Peraturan Kepala Desa tentang 
perubahan penjabaran APB Desa sebelum 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila teijadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggaran 
berjalan;
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b. keadaan yang menyebabkan harus segera 
dilakukan pergeseran anggaran;

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 
sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan 
dilaksanakan dalam tahun anggaran 
berjalan;

d. Penganggaran kegiatan penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan keadaan 
mendesak.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD 
mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa 
tentang perubahan penjabaran APB Desa dan 
selanjutnya disampaikan kepada Bupati 
Katingan melalui surat pemberitahuan 
mengenai Peraturan Kepala Desa tentang 
perubahan penjabaran APB Desa.

(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditembuskan kepada :
a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten;
d. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

Sekretariat Daerah Kabupaten; dan
e. Camat.

8. Ketentuan pasal 60 ayat (3) dihapus, sehingga 
pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja 
atas beban APB Desa.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didukung dengan bukti yang 
lengkap dan sah.

(3) Dihapus;
(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mendapat persetujuan kepala Desa dan Kepala 
Desa bertanggungjawab atas kebenaran 
material yang timbul dari penggunaan bukti 
tersebut.

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ).

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
menggunakan buku pembantu kegiatan untuk 
mencatat semua pengeluaran anggaran
kegiatan sesuai dengan tugasnya.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

i {nfv.


